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Abstract

Various programs are implemented in the context of waste management in Tarakan City. The
programs that have been implemented are Tabungan Lingkungan (Taling), Gerakan Pungut
Sampah (GPS) and Sampah Semesta (Semua Mesti Terlibat). The program does not provide
optimal impact based on the amount of waste generation that continues to increase. Waste ge-
neration in 2011 amounted to 98.7 tons/day and in 2018 it increased 79.05% to 176.73 tons/day
with the level of solid waste service reaching 68%. This study aims to determine the main pro-
blems in waste management in Tarakan City. This type of research is descriptive research. The
respondents were five people from five different agencies. Data collection techniques in the form
of interviews to find out waste management problems. The qualitative data from the interviews
are then converted into quantitative data so that hierarchical analysis can be done. Analysis of
the data using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method with Software Expert Choice 11.
The main problem is obtained from the multiplication of indicator scores with priority aspect
values. The results of the analysis show the main problem of solid waste management is the lack
of a solid waste management budget (0.133); lack of garbage transport equipment (0,130); habit
of residents in littering (0.118); sanctions in regulations are not implemented (0.114); and
sanctions have less deterrent effect (0.107). The main problem of waste management in Tara-
kan City is related to lack of solid waste management budget.

Keywords: Tarakan City, municipal waste management, analytic hierarchy process (AHP)
Intisari

Berbagai program diimplementasikan dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Tarakan. Pro-
gram yang telah dilaksanakan adalah Tabungan Lingkungan (Taling), Gerakan Pungut Sampah
(GPS) hingga yang terbaru Sampah Semesta (semua mesti terlibat). Program tersebut tidak
memberikan dampak optimal, jika melihat jumlah timbulan sampah yang terus meningkat. Tim-
bulan sampah tahun 2011 sebesar 98,7 ton/hari dan di tahun 2018 meningkat 79,05% menjadi
176,73 ton/hari dengan tingkat pelayanan persampahan baru mencapai 68%. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama dalam pengelolaan persampahan di Kota Ta-
rakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Responden sejumlah lima orang dari lima
instansi berbeda. Teknik pengumpulan data berupa wawancara untuk mengetahui permasa-
lahan pengelolaan persampahan. Data kualitatif hasil wawancara kemudian diubah menjadi data
kuantitatif sehingga dapat di lakukan analisis hirarki. Analisis data tersebut menggunakan me-
tode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice 11. Permasalahan utama
diperoleh dari perkalian skor indikator dengan nilai aspek prioritas. Hasil analisis menunjukkan
permasalahan utama pengelolaan persampahan adalah minimnya anggaran pengelolaan per-
sampahan (0,133); minimnya alat angkut sampah (0,130); kebiasaan warga dalam membuang
sampah sembarangan (0,118); sanksi dalam peraturan tidak dijalankan (0,114); dan sanksi
kurang berefek jera (0,107). Permasalahan utama pengelolaan persampahan di Kota Tarakan
adalah terkait minimnya anggaran pengelolaan persampahan.

Kata Kunci: Kota Tarakan, pengelolaan sampah perkotaan analytic hierarchy process (AHP)
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PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil proyeksi Badan
Pusat Statistik atau BPS, penduduk Kota
Tarakan pada tahun 2017 sebanyak
253.026 jiwa yang terdiri atas 120.609
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jiwa penduduk wanita dan 132.417 jiwa
penduduk pria. Dibandingkan dengan
proyeksi jumlah penduduk pada tahun
2016, penduduk Kota Tarakan meng-
alami pertumbuhan sebesar 3,62 per-
sen.V
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Petumbuhan penduduk ini juga ber-
banding lurus dengan jumlah timbulan
sampah yang ada di Kota Tarakan. Mu-
lai tahun 2011 hingga 2018, jumlah tim-
bulan sampah di Kota Tarakan telah me-
ningkat sebesar 79,05 persen. Pada ta-
hun 2018, rata-rata timbulan sampah di
Kota Tarakan ialah 176,73 ton per hari
dengan tingkat pelayanan persampahan
baru mencapai 68 persen.?

Sebenarnya, Pemerintah Kota Tara-
kan tidak tinggal diam dalam menangani
permasalahan pengelolaan persampah-
an ini. Sejak tahun 2011, Pemerintah
Kota Tarakan telah bergabung dengan
62 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia
untuk turut andil dan berperan aktif da-
lam Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP). Program
ini telah berjalan dalam dua tahap, yaitu
tahap pertama dimulai tahun 2010 hing-
ga 2014, kemudian tahap kedua tahun
2015 hingga 2019.

Pada tahap awal PPSP, pemerintah
Kota Tarakan telah memetakan zona
risiko sanitasi yaitu resiko persampahan,
resiko air limbah dan resiko drainase
serta air bersih. Salah satu program ung-
gulan Pemerintah Kota Tarakan pada ta-
hap pertama ini ialah kegiatan pendi-
dikan berbasis pengelolaan sampah
yang dinamakan Tabungan Lingkungan
(Taling).

Pada kegiatan Taling ini, setiap sis-
wa kelas 3 s/d kelas 6 SD, siswa SMP
dan siswa SMA diwajibkan membawa
sampah yang dapat didaur ulang (kertas,
kaleng aluminium, botol plastik, dan se-
bagainya) yang berasal dari rumahnya
masing-masing ke sekolah setiap hari
yang telah ditentukan untuk ditukarkan
dengan sejumlah poin, poin ini jika su-
dah terkumpul dapat ditukarkan menjadi
alat-alat perlengkapan sekolah.®

Pada tahap kedua PPSP, selain me-
lakukan pemutakhiran terhadap peta zo-
na resiko sanitasi, Pemerintah Kota Ta-
rakan juga menginisiasi sebuah program
bernama “Program Sampah Semesta
(Semua Mesti Terlibat)” dengan tagline
“Sampah tidak terlihat lagi wujudnya dan
tidak tercium lagi baunya”.

Pelaksanan program sampah se-
mesta dilakukan dengan mengumpulkan

sampah langsung dari rumah ke rumah
menggunakan gerobak sampah (bisa ju-
ga berupa motor roda tiga dan se-
jenisnya). Gerobak sampah yang telah
berisi sampah kemudian dibawa dan di-
kumpul ke terminal sampah (transfer de-
po atau TPS3R) untuk selanjutnya dipin-
dahkan secara langsung menggunakan
dump truck menuju Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA).?

Berbagai program dan kegiatan
yang dilakukan Pemerintah Kota Tara-
kan dalam hal penanganan persampah-
an perlu untuk segera diketahui akar
permasalahannya agar sesuai dengan
tujuannya yaitu mengurangi timbulan
sampah. Tidak cukup hanya mengeluar-
kan program/kegiatan baru bahkan me-
replikasi dari daerah lain tanpa mem-
perhatikan karatkteristik lokal, karena so-
lusi terbaik bentuk pengelolaan sampah
yang terintegrasi merupakan kombinasi
antara penerapan teknologi persampah-
an dengan mengadaptasi situasi dan
kondisi lokal.®

Sistem pengelolaan sampah yang
terintegrasi memerlukan kerjasama dari
semua pihak dan aspek, keberlanjutan
pengelolaan persampahan tidak akan bi-
sa berjalan tanpa adanya kemauan dan
kesadaran dari masyarakat.®

Penelitian ini bertujuan untuk me-
ngetahui permasalahan utama dalam
pengelolaan persampahan di Kota Tara-
kan.

METODA

Penelitian ini adalah penelitian des-
kriptif untuk menggambarkan suatu pe-
ristiwva, kejadian, gejala yang terjadi pa-
da saat sekarang. Penelitian ini meng-
gunakan responden sebagai sumber in-
formasi, yang berjumlah lima orang dari
lima instansi yang berbeda, yaitu Bap-
peda; Dinas Lingkungan Hidup; UPTD
Tempat Pemrosesan Akhir; Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman; dan Kantor
Kelurahan Pantai Amal. Metode pemilih-
an responden dengan purposive sam-
pling yaitu dipilih berdasarkan keahlian,
pengalaman dan posisi/jabatan dalam
latar penelitian.
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Teknik pengumpulan data berupa
wawancara untuk mengetahui permasa-
lahan pengelolaan persampahan. Data
kualitatif hasil wawancara digunakan
sebagai bahan penyusunan kuesioner
yang akan digunakan untuk penilaian hi-
rarki permasalahan pengelolaan per-
sampahan. Data kualitatif tersebut selan-
jutnya akan diubah menjadi data kuanti-
tatif sehingga dapat di lakukan analisis
hirarki. Analisis data tersebut menggu-
nakan metode Analytic Hierarchy Pro-
cess (AHP) dengan bantuan software
Expert Choice 11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hirarki Masalah Pengelolaan
Persampahan

Suatu permasalahan yang tidak ter-
struktur serta komplek diuraikan menjadi
bagian-bagian yang homogen untuk se-
lanjutnya disusun dalam suatu hirarki.
Hasil penyusunan hirarki seperti ditun-
jukkan pada Gambar 1. Terdiri dari dua
tingkatan yaitu tingkat pertama merupa-
kan tujuan (goal) sedang tingkat kedua
merupakan aspek yang menjadi per-
masalahan utama beserta kriteria penyu-
sunnya.

Aspek-aspek yang tersusun seperti
ditunjukkan pada Gambar 1 tersebut se-
jalan dengan penelitian terdahulu yang
menyatakan bahwa sistem pengelolaan
sampah perkotaan pada dasarnya dilihat
sebagai komponen-komponen sub sis-
tem yang saling mendukung satu sama
lain untuk mencapai tujuan yaitu kota
yang bersih, sehat dan teratur. Kompo-
nen tersebut meliputi sub sistem teknis
operasional; organisasi dan manajemen
(institusi); hukum dan peraturan; pem-
biayaan; serta peran serta masyarakat
(SDM).”

Analisis Aspek Prioritas
Permasalahan Pengelolaan
Persampahan

Pembobotan terhadap variabel di-
lakukan dengan melakukan perbanding-
an berpasangan antar aspek yang
menggambarkan aspek prioritas yang
menghambat pengelolaan persampahan
di Kota Tarakan.

Pada Gambar 2 diperlihatkan hasil
perhitungan matriks, yang merupakan
penilaian dari masing-masing aspek
Pada aspek Teknis Pengelolaan Per-
sampahan, para responden berkesim-
pulan dimana aspek ini dianggap sangat
prioritas sebagai faktor penghambat
pengelolaan persampahan di Kota Ta-
rakan dengan total bobot sebesar 0,387.

Selanjutnya yang menempati priori-
tas kedua, ketiga dan keempat berturut-
turut sebagai aspek permasalahan pe-
ngelolaan persampahan ialah aspek Pe-
negakan Peraturan Persampahan de-
ngan bobot nilai sebesar 0,260; aspek
Perencanaan dan Pembiayaan Persam-
pahan dengan nilai bobot sebesar 0,246;
serta aspek Kualitas Sumber Daya Ma-
nusia dengan total nilai bobot sebesar
0,107.

Tingkat inkonsistensi dari hirarki ini
adalah sebesar 0,02 atau telah sesuai
dengan rasio inkonsistensi yang diharap-
kan kurang dari atau sama dengan 0,1.%

Aspek Teknis Pengelolaan Persam-
pahan dinilai sebagai prioritas utama ka-
rena meliputi kegiatan-kegiatan dasar
dalam pengelolaan persampahan dari
hulu berupa timbulan sampah di sum-
bernya hingga berakhir di hilir atau pe-
mrosesan akhir. Adapun kegiatan-ke-
giatan tersebut antara lain berupa pe-
wadahan sampah, pengumpulan sam-
pah, pengangkutan sampah, pengolahan
sampah dan pembuangan akhir sam-
pah.®

Aspek selanjutnya ialah terkait de-
ngan Penegakan Peraturan Persam-
pahan. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang menyatakan kurangnya kebijakan
nasional dan kerangka hukum untuk pe-
ngelolaan sampah kota. Diperlukan ke-
rangka hukum bidang persampahan
yang diuraikan dengan baik agar secara
efektif dapat membantu penanganan
persampahan.'®

Penerapan UU No0.18 tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah dirasa be-
lum berjalan secara efektif. Hal tersebut
dapat dibuktikan bahwa Indonesia dite-
tapkan menjadi negara penghasil sam-
pah domestik terbesar kedua di dunia,
yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun.*V
Penegakan peraturan/hukum di bidang
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persampahan merupakan suatu tindakan
dan/atau proses paksaan dalam rangka
mentaati hukum yang didasarkan pada
ketentuan-ketentuan perundang-undang-
an yang berlaku dan/atau persyaratan
lingkungan.*?

Aspek Perencanaan dan Pembia-
yaan Persampahan telah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah Ru-
mah Tangga dan Sampah Sejenis Sam-
pah Rumah Tangga.*®

Pada pasal 9 ayat 1 dan 2 dinyata-
kan bahwa Pemerintah kabupaten/kota
selain menetapkan kebijakan dan stra-
tegi, juga menyusun dokumen rencana
induk pengelolaan persampahan yang
berisi pembatasan timbulan sampah;
pendauran ulang sampah; pemanfaatan
kembali sampah; pemilahan sampah;
pengumpulan sampah; pengangkutan
sampah; pengolahan sampah; pemro-
sesan akhir sampah dan pendanaan.

Lebih jauh dalam peraturan tersebut
pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan
bahwa dalam penyelenggaraan penan-
ganan sampah, pemerintah kabupaten
/kota memungut retribusi kepada setiap
orang atas jasa pelayanan yang diberi-
kan yang ditetapkan secara progresif
berdasarkan jenis, karakteristik dan vo-
lume sampah.

Aspek terakhir dalam penelitian ini
adalah terkait aspek Kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM). SDM yang di-
maksud disini terdiri dari masyarakat se-
bagai komponen penghasil sampah
(sumber timbulan sampah) dan juga
orang-orang yang diberi tugas serta we-
wenang dalam mengelola persampahan,
baik itu oleh instansi swasta maupun ins-
tansi pemerintahan.

Peningkatan kualitas SDM akan ber-
dampak positif terhadap pengelolaan
persampahan. Semakin banyak jumlah
anggota keluarga yang pernah mengikuti
pelatihan pengelolaan persampahan, se-
makin kecil berat sampah yang dihasil-
kan atau ditimbulkan.*® Terkait dengan
institusi pengelola persampahan, dalam
penelitian lain disebutkan bahwa faktor
diferesiansi dalam sebuah institusi bu-
kanlah akses kepada mesin dan per-
alatan, melainkan kemampuan penge-

lola dalam menggunakannnya secara
efektif dan efisien.'®

Analisis Permasalahan Utama
Pengelolaan Persampahan

Analisis yang dilakukan untuk men-
dapatkan permasalahan utama yang
menjadi hambatan dalam pengelolaan
persampahan di Kota Tarakan adalah
dengan melakukan rerata geometrik.

Penilaian dilakukan secara simultan
terhadap 13 (tiga belas) kriteria yang te-
lah disusun dalam hirarki masalah. Kom-
binasi penilaian kelima responden dapat
dilihat pada gambar 3.

Berdasarkan perhitungan pada
Gambar 3, dapat dikelompokan dalam
empat kelas interval. Penelitian ini hanya
akan membahas kelas interval 1 (0,105
— 0,133) yang merupakan permasalahan
utama pengelolaan persampahan.

Dari perhitungan rerata geometrik,
terlihat bahwa permasalahan utama pe-
ngelolaan persampahan di Kota Tarakan
adalah dalam hal minimnya anggaran
pengelolaan persampahan yang mem-
peroleh penilaian sebesar 0,133.

Hal ini sejalan dengan kajian Kebi-
jakan dan Strategi Nasional (Jakstranas)
Percepatan Pengelolaan Persampahan
yang menyatakan bahwa salah satu per-
masalahan dalam pengelolaan persam-
pahan di Indonesia ialah rendahnya alo-
kasi anggaran pengelolaan sampah,
baik yang bersumber dari APBN, APBD
Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
Selanjutnya disampaikan bahwa perban-
dingan jumlah pendapatan retribusi pe-
ngelolaan sampah terhadap anggaran
yang disediakan dinas Kebersihan DKI
Jakarta relatif kecil, hanya 1,3% dari to-
tal anggaran dinas kebersihan.®

Dalam buku yang diterbitkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat juga dinyatakan ter-
dapat selisin yang cukup besar antara
kebutuhan ideal penanganan persam-
pahan dengan apa yang tertuang dalam
RPJMN 2015-2019. Kebutuhan ideal un-
tuk mencapai kualitas dan tingkat pe-
layanan persampahan sebesar 100%
dari tahun 2015 hingga 2019 adalah se-
besar 66,33 Triliun, sedangkan di dalam
RPJMN 2015-2019 pembiayaan penge-
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lolaan sampah hanya dialokasikan se-
besar 17,01 Triliun.1"

Berdasarkan Jakstranas Percepat-
an Pengelolaan Persampahan, strategi
pada aspek pendanaan adalah dengan
mengalokasikan anggaran pengelolaan
sampah sebesar minimal 2% dari APBD
Kabupaten/Kota. Dalam dua tahun ter-
akhir, Kota Tarakan hanya mengalokasi-
kan anggaran sebesar 0,5% setiap tah-
unnya untuk kepentingan pengelolaan
persampahan. Pengelolaan persampah-
an dimaksud, dipergunakan untuk ke-
pentingan sosialisasi hingga operasional
tempat pemrosesan akhir (TPA).%®)

Permasalahan dalam pengelolaan
persampahan selanjutnya adalah akibat
minimnya alat angkut sampah (gerobak,
motor roda tiga, dump truck) dengan
penilaian sebesar 0,130. Hal ini sesuai
dengan teori yang menyatakan bahwa
permasalahan dalam teknis operasional
penanganan persampahan di antaranya
ialah kapasitas peralatan angkut yang
belum memadai.'®

Dalam Jakstranas Percepatan Pe-
ngelolaan Persampahan juga meng-
angkat isu strategis yang terkait dengan
pengangkutan sampah, antara lain:'® a)
minimnya kuantitas dan kualitas kenda-
raan pengangkut sampah; b) pengang-
kutan sampah belum dilakukan setiap
hari; c) jadwal atau periode pengang-
kutan sampah yang belum berkoordinasi
dengan jadwal pengumpulan (oleh ge-
robak/gerobak motor/mobil lintas) se-
hingga menyebabkan antrian gerobak
/gerobak motor di TPS/titik angkut sam-
pah; d) pesifikasi kendaraan pengangkut
sampah belum memenuhi standard; dan
e) moda angkutan sampah belum ter-
pilah

Minimnya alat angkut sampah di
Kota Tarakan telah sesuai dengan data
dari DLH Kota Tarakan seperti yang
ditunjukan pada Tabel 1.

Kebutuhan ideal untuk kendaraan
bermotor roda tiga di setiap Kelurahan
adalah 10 Unit. Dengan jumlah Kelurah-
an di Kota Tarakan sebanyak 20, maka
masih dibutuhkan 129 unit kendaraan
bermotor roda tiga lagi untuk dapat se-
cara ideal melayani pengangkutan sam-
pah di Kota Tarakan.

Tabel 1.
Kebutuhan ideal alat angkut sampah Kota Tarakan
(Sumber: DLH Kota Tarakan)

Uraian Eksisting Jumlah Ideal
Gerobak sampah 154 unit 220 unit
Motor sampah roda tiga 71 unit 200 unit
Truk terbuka 17 unit 25 unit
Truk compactor 2 unit 5 unit
Arm Roll 4 unit 10 unit

Selain kendaraan bermotor roda
tiga, hal yang mendesak lainnya adalah
terkait jumlah gerobak sampah dan juga
truk terbuka. Hal ini karena kendaraan
bermotor roda tiga dan gerobak sampah
digunakan untuk pengambilan sampah
dari sumber menuju transfer depo/
TPS3R, yang jika jumlahnya kurang ma-
ka akan berdampak tidak terangkutnya
sampah di rumah-rumah warga. Adapun
truk terbuka digunakan untuk pengang-
kutan sampah dari transfer depo/TPS3R
menuju TPA, yang jika jumlahnya minim,
maka akan terjadi penumpukan sampah
di transfer depo/TPS3R.

Dengan hasil penilaian sebesar
0,118, kebiasaan warga dalam mem-
buang sampah sembarangan merupa-
kan permasalahan selanjutnya dalam
pengelolaan persampahan.

Kebiasaan warga dalam membuang
sampah sembarangan ini sesuai dengan
penelitian terdahulu yang menyebutkan
bahwa kebiasaan membuang sampah
sembarangan dilakukan hampir di se-
mua kalangan masyarakat, tidak hanya
warga miskin, bahkan mereka yang ber-
pendidikan tinggi pun melakukannya.?®

Dalam Jakstranas Percepatan Pe-
ngelolaan Persampahan juga disinggung
akan hal ini, dimana terdapat permasa-
lahan pengelolaan persampahan dalam
bidang sosial budaya yaitu'®: masyara-
kat belum melakukan pemilahan sam-
pah; masyarakat masih banyak mem-
buang sampah sembarangan; keberlan-
jutan program sulit dipertahankan; dan
rendahnya pengetahuan warga dalam
mengelola sampabh.

Dengan demikian, untuk mendapat-
kan sikap yang benar dan baik terhadap

69

p-1SSN: 1978-5763; e-ISSN: 2579-3896
Online: http://journalsanitasi.keslingjogja.net/index.php/sanitasi


http://journalsanitasi.keslingjogja.net/index.php/sanitasi

Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.11, No.2, Agustus 2019, hal.65-74

kebiasaan membuang sampah, diperlu-
kan pemberian informasi dan penyu-
luhan secara konsisten tentang bahaya
sampah bagi lingkungan dan kesehatan.
Peningkatan pemahaman warga tentang
pengelolaan sampah akan melahirkan
sikap yang benar terhadap sampah dan
akan membentuk kebiasaan yang baik
sehingga terbentuk lingkungan yang se-
hat, bersih dan bebas dari sampah.?”

Kebiasaan warga dalam memper-
lakukan sampah ini telah tergambar dari
kajian yang pernah dilakukan oleh
Bappeda Kota Tarakan. Dari total 20 ke-
lurahan yang ada di Kota Tarakan, ha-
nya 10% atau 2 (dua) kelurahan saja
yang masuk kategori tidak beresiko ter-
hadap permasalahan persampahan. Se-
lebihnya, sebanyak 30% atau 6 (enam)
kelurahan masuk kategori beresiko ting-
gi dan sebanyak 12 kelurahan atau 60%
masuk kategori beresiko sedang.??

Permasalahan selanjutnya adalah
sanksi dalam peraturan yang tidak di-
jalankan dengan penilaian sebesar
0,114. Hal ini sesuai dengan penelitian
terdahulu yang juga dilakukan di Kota
Tarakan dimana dinyatakan bahwa pe-
negakan hukum dinilai masih lemah, pe-
negasan dan penindakan terhadap pe-
langgar peraturan belum dilaksanakan
secara optimal.®

Selain di Kota Tarakan masalah pe-
negakan hukum ini juga dialami kota-
kota lain di Indonesia. Sebagai contoh,
di Kota Semarang, permasalahan pe-
ngelolaan sampah yang terjadi adalah
lemahnya penegakan hukum terhadap
pelaksanaan Perda Kebersihan dan
pemberian sanksi bagi pelanggar per-
aturan.?V Di Kota Jayapura, permasa-
lahan persampahan di bidang hukum
yang muncul ialah lemahnya penerapan
kerangka hukum yang mendukung pe-
laksanaan pelayanan persampahan se-
perti Peraturan Daerah maupun Kepu-
tusan atas ketentuan-ketentuan yang di-
terbitkan oleh pemerintah.??

Masih lemahnya penegakan hukum
bidang persampahan serta belum jelas-
nya mengenai pola kerjasama pemerin-
tah swasta (build, operate dan own)
menjadi perhatian pemerintah DKI Ja-
karta dalam pengelolaan persampahan.

Selain itu, dalam jakstranas Percepatan
Pengelolaan Persampahan juga disam-
paikan bahwa isu strategis dan per-
masalahan pengelolaan persampahan di
bidang hukum antara lain:'® a) penera-
pan sanksi hukum bagi pelanggar belum
menjadi prioritas; b) keterbatasan pe-
rangkat penegak hukum (koordinasi dan
jumlah); c) Pengaturan sanksi dalam
peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan sampah; dan d) sinkronisasi
produk hukum terkait pengelolaan per-
sampahan

Permasalahan yang masih terkait
dengan aspek hukum dan mendapatkan
penilaian sebesar 0,107 ialah terkait
sanksi yang kurang berefek jera.. Dalam
penegakan hukum, pada dasarnya di-
pengaruhi oleh beberapa faktor, yang
mana faktor-faktor ini tidak dapat berdiri
sendiri dan memiliki korelasi yang erat
serta saling berpengaruh satu dengan
yang lainnya.

Faktor-faktor tersebut antara lain 29:
a) faktor hukumnya sendiri berupa ada
tidaknya peraturan serta efek jera yang
ditimbulkan dari penerapan hukum; b)
faktor penegak hukum, yang meliputi
aparat ataupun lembaga yang mem-
bentuk dan menerapkan/menjalankan
hukum; c) faktor sarana pendukung pe-
negakan hukum; d) faktor masyarakat

Secara lengkap, penilaian hirarki da-
ri setiap aspek dan kriteria yang dilaku-
kan oleh kelima responden dapat dilihat
pada Gambar 4.

Dengan adanya keterbatasan ang-
garan yang dimiliki dalam hal penanga-
nan atau pengelolaan persampahan,
maka dibutuhkan kemampuan untuk
dapat menentukan program atau kegiat-
an prioritas.

Permasalahan utama pengelolaan
persampahan yang berada pada interval
1 (satu) harus dicarikan solusi penanga-
nannya. Solusi tersebut kemudian dijadi-
kan program/kegiatan prioritas dalam
jangka waktu penanganan kurang dari 2
(dua) tahun.

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian terhadap hirarki
yang telah disusun, dapat disimpulkan
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bahwa permasalahan utama dalam pe-
ngelolaan persampahan di Kota Tarakan
adalah minimnya anggaran pengelolaan
persampahan. Tak dapat dipungkiri, ja-
lannya suatu program/kegiatan akan ter-
gantung dari alokasi anggaran yang ter-
sedia.

Masyarakat masih beranggapan
bahwa penanganan dan pengelolan per-
sampahan, sepenuhnya menjadi tang-
gung jawab pemerintah. Hasil retribusi
persampahan masih jauh dari kata cu-
kup untuk membiayai operasional pe-
ngelolaan sampah. Hal ini semakin
membebani anggaran pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah, yang
sudah minim di sektor ini.

Sektor persampahan masih diang-
gap kurang menarik bagi investor di-
bandingkan dengan sektor lainnya se-
perti sektor jalan, jembatan, transportasi
dan sebagainya. Belum jelasnya menge-
nai pola kerjasama pemerintah dan
swasta menambah satu lagi masalah
pencarian sumber dana lainnya di luar
APBN/APBD.

Anggaran pengelolaan persampah-
an di Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun
terakhir masih sangat minim, hanya me-
ngalokasikan 0,5% dari total APBD se-
tiap tahunnya.

Diperlukan kajian/penelitian lanjutan
untuk mendapatkan alternatif-alternatif
solusi terhadap permasalahan pengelo-
laan persampahan di Kota Tarakan khu-
susnya yang berada pada interval 1
(satu). Solusi tersebut selanjutnya dijadi-
kan program/kegiatan prioritas dalam
jangka waktu penanganan kurang dari 2
(dua) tahun.
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Gambar 1.
Hirarki masalah pengelolaan persampahan (Sumber: Hasil survey primer, 2019)
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Gambar 2.
Pembobotan Aspek Prioritas Permasalahan Pengelolaan Persampahan (Sumber: Hasil analisis, 2019)
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Gambar 3.
Penilaian Permasalahan Utama Pengelolaan Persampahan (Sumber: Hasil analisis, 2019)
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Gambar 4.

Hirarki Permasalahan Utama Pengelolaan Persampahan
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